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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Vit ragnar e v e

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Proving
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 17. Tambahan Lembaran Necarma RenuikiL
Indonesia Nomor 4691);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

=]

Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
denaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentana
Perubahan Atas Peraturan FEMENNM@N Wunwr ou raiun cvue
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Tmdamaria Tahkin INNE AMamar 1AN Tamhakan | amhbharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

FeEmuayian N Rl e e —
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Tadanacia Tahiin 90N7 Mamar 20 Tamhahan | amharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4/41);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

tentang Organ dan Kepegawaian Perusanaan wvaeran Air
Minum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 te

ntang Pembentukan
Radan lleahas Milibk Meaacab ” B = -
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Nomor 5), :

MEMUTUSKAN :

TUGAS DAN ' FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah

Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro;

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
) sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Blaro;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan  Siau Tagulandang  Biaro sebagai  Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah 7
5. Perticahaan Naarah Air Min.ooee

Dewan Pengawas adalah Dewan Penga\;ras PDAM;

Direksi adalah unsur pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan
penyusutan, cadangan tujuan dan penquranqan vana waiar

Perawran xepaia vaeran acaian Peraturan Bupat Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro.



._-;.—--_f.?':—_-x--?-'?-"“ |

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum berada di bawah
dan bertanggung jawab Kepada Bupati;

(2) Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas Dasar
Asas Ekonomi Pancasila yang menjamin kelangsungan
demokrasi ekonomi dan berfungsi sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

(3) Perusahaan Daerah Air Minum sehari-hari dipimpin oleh
seorang Direksi yang diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3
Fﬂluaﬁlluuli Vuu‘..-u-. --:. l__,‘.___. -
Kabupaten Kepulauan Siau Taqulandang Biaro dan cabang-

cabangnya di seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari :
a. Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemilik
Modal;

h Dewan Pennawac:

c. Direksi.

BAB IV
PENGANGKATAN

Pasal 5

1\ Mauwnan Danaawae haracal Aari uneairr Daiahat Damerintah

Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang
diangkat oleh Bupati;

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap

anggoila udil SeUlainy SSuoyul wsmm e

dengan Keputusan Bupati;

P e g e -

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan
jumlah pelanggan dengan ketentuan:

sampai dengan 30.U0U;
b. paling banyak S (lima) orang untuk jumiah pelanggan di
atas 30.000.
(5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi
penaawasan dan efektivitas nenaambhilan kamiiean

Pasal 6
(1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling fama 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan;
(2) Pe:ngangkatan kembali anggota Dewan Pengawas
kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan
kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 7
(1) Direksi dianakat oleh Bupati atas ucil Nowan Dancadwe-

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan
PDAM dengan ketentuan:

D. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumiah
pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;

C. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumiah
pelanggan di atas 100.000.

(4) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dan hurif e dilalenlean hardacarban amas afato

B e -
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(5) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan atau paling banyak 4
(empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dan huruf ¢, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur
Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan
dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD dan penilaian

(6) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan;



i imana dimaksud pada ayat (6)

7) Pengangkatan kembali sebaga . )
()dilagukan apabila Direksi terbukti _mam;?u n'wemngkau@n
kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada

masyarakat setiap tahun.

Pasal 8 .
pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan dan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

pasal 9 ‘
i di telah melalui masa
angkatan pegawal dnlak_ukan se
= F;::-:"E'ot;'a}:‘an paling singkat 3 (tiga) bulan dqn paling larl?q 6
(enam) bulan dengan ketentuan mgn'!e‘;\atizl daftar penilaian
j ian unsur paling sedikit bernilai baik;
(2) giln:msaenmgsa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan penilaian meliputi:
loyalitas;
kecakapan;
kesehatan;
kerjasama;
kerajinan;
prestasi kerja; dan
s i lon pegawai tidak
i a akhir masa percobaan ca
3 ?nft:iel;ug’?dpersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

~onoap0 oW

BAB V
PEMBERHENTIAN

pasal 10 _ .
(1) Anggota Dewan pengawas berhenti karena :
3. Masa jabatannya berakhir;
b. Meninggal Dunia. _ ‘ .
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
Permintaan sendiri;
. Reorganisasi; s
lpzedu%ukan sebagai pejabat daerah te[ah berakhu:,
Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
_ Tidak dapat melaksanakan tugas; ,
Melakukan tindakan yang mer_ugukan PDAM; datr; i
. Melakukan tindakan atau bersikap I;«raru_; bertentang
an kepentingan Daerah atau Negara.
(3) Pergg;?hentia‘:te anggota Dewan Pengawas se?e?all:t?;asgi
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Surat Kep
Bupati.

arTopanocd

Pasal 11
(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan
huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati;
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara,
Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan
Pengawas untuk menetapkan yang  bersangkutan
diberhentikan atau direhabilitasi;

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian
sementara batal demi hukum;

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang
sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan
Pengawas merupakan tindakan Pidana. yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan
diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 13
(1) Direksi berhenti karena:
a. masa jabatannya berakhir; dan
b. meninggal dunia.
(2) Direksi diberhentikan karena:
a. permintaan sendiri;
reorganisasi;
melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan Daerah atau Negara;
e. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

ang

Pasal 14

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d
diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan
Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati disertai dengan alasan
dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15
(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas
melakukan sidang yang dihadii oleh direksi untuk
menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi;
(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati
untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
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(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang
bersangkutan dianggap menenma nasn Sieny  wewan
Pengawas;

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan
tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan
diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 16

(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman;

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

teguran lisan;

teguran tertulis;

penundaan kenaikan aaii berkala:

penundaan kenaikan pangkat:

penurunan pangkat;

pembebasan jabatan;

pemberhentian sementara;

pemberhentian dengan hormat; dan
i. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan peniatuhan hukuman sebaacaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

= B =W o =

Pasal 17

Pegawai dilarang:

a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau
Negara;

h mnnf_\'mm:alrnn kadndilkannua untile mamharillan koimnbiinaan
bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
dan

c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 18
(1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah

P B PR PR |
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dan/atau tindak pidana;
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya - putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan
tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 19
(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18, mulai bulan berikutnya diberikan
50% (lima puluh per seratus) dari gaji;

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah

mAassual dimme Lo e

dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa
penghasilan yang belum diterima:
(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti be
Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. i

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
g. tidak dapat melaksanakan tugas;

. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter;

f. reorganisasi, T

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan
ggsa;sgon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan
ireksi;

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan

harily daa

Pasal 21

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;

b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dal
am
pidana vana telah memnarnish bgbnaran SR p?ﬁ.(ara

U uau

c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VI
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 22

. . v A Ty
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pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian
Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atal;
seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara:
(2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksu:i
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
N Kennhican Minal  acbo— = - o . _ -
berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
(4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.



BAB VII
PERSYARATAN
Pasal £3
Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
a. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh
lima) tahun;
b. menguasai manajemen PDAM;
c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

W LILILIIS W 1i v n e

(VSRS B S R YRR
e

Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi
sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau
kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 24

Calon Direksi memenuhi persyaratan:

a. hatas usia Direksi vana berasal dari luar PDAM berumur palina
ﬁnggi 50 (lima puluh) tanun, 0an bdws ule wusna pay
berasal dari PDAM paling tinggi 55 (fima puluh lima) tahun;

b. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);

c. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal
dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15
tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari
PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi)
RICII T et Whamar Mener + sememe s -y - .

d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi
atau ijazah;

e. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi
PDAM;

f. bersedia bekerja penuh waktu;

a. tidak terikat hubunaan keluaraa denaan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah atau Dewan Pengawas diau uncnar ianniya

sampai derajat ketiga menurut garis furus atau kesamping

termasuk menantu dan ipar; dan

lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim

ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

=

Pasal 25

(1) LNTRDI wimr s iy srsmn s igeee g — —

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan
usaha swasta;

c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
pada PDAM; dan/atau

U JUssasasr s rsanere

pemndang—unci;ngan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara

langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 26

8 harus memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

C. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang
diperiukan;

d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh
€. Usla paniiy unyyr 2 \uya puan MG Wy
f. lulus seleksi.

BAB VIII

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 27

. melaksanakan pengawasn, pengendalian dan pembinaan
terhadap pengurusan dan pengololaan PDAM;

. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta
atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM
antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang

diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan
SEIa nIEmIEinig,  ISnIcHifsg ugn awu
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Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g men:neriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis
(business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan

Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati
untuk mendapatkan pengesahan.

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai wewenang :

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;

b. menilai -Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang
disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

c. memint2 keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan

U, IMENYUSUIKEN  penyanyskawdil,  peivst nciuarg STieiala,

rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati.

Pasal 29
(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat

dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusa
Ketua Dewan Pannawac: i A

e kan paling banyak 3 (b
besanian Palz'gagx"nglgaraﬁa P o i iugay orang can

.
r



(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaim

Aimaleciid nada aust 1Y Adan avat 1)\ momnarhatiban ..c.._qu
pembiayaan PDAM.
) Pasal 30
Direksi mempunyai tugas: .
a, menyusun perencanaan, melakukan koordinasi  dan

pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
. membina pegawai;

b
g. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
s

manuolanAaaaralan adminictraci ntmim dan kanannane
. menyusun Rencana Strategis BISMIS 2  (uind)  wenunan

(business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepada
Daerah melalui usul Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran
Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dart
Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan)
kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;

g. mx}mun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan

Pasal 31

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g
terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang
disampaikan kepada Dewan Pengawas;

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
uan WIR TR Tt sagar = = _— )
manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan
Pengawas disampaikan kepada Bupati;

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari
setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati
paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
diterima;

fE\ Miralrei manuaharhiimelr-an | anAaran Tahiinan  malalin madia
massa paling lambat 15 (lima betas) hari setelan aisankan
oleh Bupati;

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak
menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 32

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 3u mempunydi weweiiaig.

a. mengangkat dan memberhentikan  pegawai PDAM
berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan
persetujuan Dewan Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah
Direksi;

mevakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;_ .
PDAM; '
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

g. menjual, menjaminkan atau melepaska

herdacarkan narcahiiiian Ruanab ataas o

n asst milik PDAM

P L T e

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perianjian. dan
melakukan kerjasama dengan pihak lain denggﬁqperjsetﬁjuan
Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas aset PDAM.

BAB IX

TATA KERJA

(1) Dalam melaksanakan tugas Direksi Perusahaan Daerah Air
Minum bertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Direksi dan Staf Pelaksana dalam melaksankan tugasnya
bertanggung jawab secara berjenjang kepada Direksi.

BAB X

FETYCATTI A G el s -

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan
Pengundangan dengan penempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Desember

P A R
BUPATI ,; )

2011

A TAGULANDANG BIARO,

Diundangkan di Ondong Siau
ﬁmgﬂlfggga! 6 Desember 2011
%N

_

NIS, SH.MM

MUDA
NIP, 19571116 198003 1 003
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= g DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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= % % BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
cx
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— @ o] 2 - 9 Kecil Menengah (IKM) dalam mengembangkan usaha, dipandang'periu
(2] =1 cla mengalokasikan bantuan perkuatan modal berupa dana bergulir bagi
—AT> IKM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
B> c% Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
T b. bahwa untuk kelancaran dan akuntabllitas® pengelolaan bantuan
L=Zo perkuatan bagi IKM perlu adanya upaya untuk mengembangkan
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& a dan huruf b dl atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
@ Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
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